Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

. Bahwa untuk melaksanakan salah satu urusan wajib yang

menjadi tujuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28
Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,
daerah diberi tanggungjawab dan kewenangan untuk
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

. bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menjadikan
kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenubhi
hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya
kesejahteraan sosial, pelaksanaannya harus dilakukan secara
terarah, terencana, berkelanjutan dan taat asas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang kesejahteraan sosial;

. Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1979 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3143);

. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3670);

. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);
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Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha
Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3179);
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Menetapkan

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan
kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan
dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial
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Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat
pendelegasian wewenang dari Gubernur.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara
profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah
maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan
sosial.

Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja
sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui
pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk
melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah sosial.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada
dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan
didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya
permasalahan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial.

Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk
menghimpun dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan kesejahteraan
sosial, berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha,
yayasan perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat
dijadikan dana kesejahteraan sosial.

Organisasi Sosial adalah organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan
atau lembaga yang pembentukannya di prakarsai oleh sekelompok masyarakat
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang
berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja dan berdomisili di
Provinsi Banten.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau
sekelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat
melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang
berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan
sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan
di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.



17. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok,
lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.

19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

20. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

21. Jaminan Sosial adalah semua upaya yang melembaga untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas :
a. kesetiakawanan;
b. keadilan;
c. kemanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kemitraan;
f. keterbukaan;
g. akuntabilitas;
h. partisipasi;

—

profesionalitas; dan

keberlanjutan.

—

Pasal 3
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :
a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial ;

d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan;

e. meningkatkan = kemampuan dan  kepedulian  masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan ;



